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P U T U S A N 

Nomor 281/Pdt.G/2020/PA.Kph 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili 

perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan 

putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara: 

 

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu 

rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kepahiang, 

sebagai Penggugat; 

melawan 

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, 

tempat kediaman di Kabupaten Kepahiang, sebagai Tergugat; 

 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa 

alat-alat bukti yang diajukan di persidangan; 

 

DUDUK PERKARA 

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 November 

2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan 

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada hari itu juga dengan register perkara 

Nomor 281/Pdt.G/2020/PA.Kph, dengan dalil-dalil sebagai berikut: 

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat suami isteri yang sah menikah pada hari 

Kamis tanggal 13 September 2001, dengan wali nikah ayah kandung 

Penggugat, status perawan dan jejaka dengan mas kawin berupa 

SEPERANGKAT ALAT SHOLAT dibayar tunai sebagaimana tercantum 

dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor: nomoryang dikeluarkan oleh 
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Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, 

tanggal 16 November 2020;   

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga 

di rumah orang tua Tergugat selama satu tahun di Kelurahan Dusun 

Kepahiang, dan kemudian pindah ke rumah kontrakan sampai akhir berpisah;   

3. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul 

layaknya suami isteri, dan telah di karuniai tiga orang anak yang masing-

masing bernama:  

a. Anak ke 1, laki-laki, lahir di Tebat Karai pada tanggal 29 Mei 2002;   

b. Anak ke 2, perempuan, lahir di Kepahiang pada tanggal 21 Januari 2007;   

c. Anak ke 3, laki-laki, lahir di Kepahiang pada tanggal 6 Juni 2011;   

dan sekarang ketiga anak tersebut ikut bersama Penggugat;  

4. Bahwa keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis 

selama  15 tahun, kemudian sejak bulan Oktober tahun 2016 sering terjadi 

perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan;   

5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering 

terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena:  

a. Tergugat suka berjudi;   

b. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri;   

6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Oktober 

tahun 2020, disebabkan berawal dari Penggugat menanyakan apakah 

Tergugat ingin membayar uang kontrakan atau tidak. Kemudian Tergugat 

mengatakan carilah uang sendiri, karena Tergugat tidak mempunyai uang. 

Setelah itu Tergugat lebih memilih pergi dari rumah dan pada akhirnya 

Pengugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Penggugat tetap tinggal di 

rumah kontrakan di Kelurahan Dusun Kepahiang sedangkan Tergugat pulang 

kerumah orang tua Tergugat di Kelurahan Dusun Kepahiang Selama 

berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi, Tergugat 

juga tidak memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat, antara Penggugat 

dan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 1 bulan;   

7. Bahwa, pihak keluarga belum berupaya mendamaikan Penggugat dan 

Tergugat;   
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8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat merasa tidak 

mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan 

terbaik adalah bercerai dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq 

Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan 

memberikan putusan yang sebenarnya sebagai berikut;   

PRIMER: 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;   

2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;   

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku;   

SUBSIDER: 

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. 

 

 

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi 

Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan; 

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan 

Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;  

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk 

menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Zuhri 

Imansyah, S.H.I., M.H. tanggal 26 November 2020, ternyata mediasi tidak 

berhasil; 

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan 

maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat; 

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban 

sebagai berikut; 

 Bahwa Tergugat membenarkan dalil posita angka 1, 2, 3, 6 dan 7 gugatan 

Penggugat;  

 Bahwa tidak benar pertengkaran dan perselisihan terjadi sejak 2016, tetapi 

sejak bulan April 2020;  
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 Bahwa tidak benar Tergugat suka judi hanya kebetulan kalau ada acara nikah 

tetangga atau saudara, Tergugat ikut bergabung judi dengan taruhan paling 

banyak uang rp. 20.000;  

 Bahwa tidak benar Tergugat tidak menghargai Penggugat, kalau Tergugat 

bertanya, Penggugat selalu pergi kemana, selalu diam saja;  

 Bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan 

Penggugat; 

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik 

yang pada pokoknya tetap dengan gugatan; 

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang 

intinya tetap dengan jawaban semula; 

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah 

mengajukan alat bukti surat sebagai berikut : 

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor nomorTanggal 16 November 

2020, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kepahiang, Kabupaten 

Kepahiang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen 

pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh 

Ketua Majelis diberi tanda P; 

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas 

bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan; 

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 

saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah: 

1. Saksi 1, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan 

jasa angkutan, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah 

sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut : 

-  Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan 

dengan Penggugat sebagai paman Penggugat;   

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 

13 September 2001 di KUA Kecamatan Kepahiang, Kabupaten 

Kepahiang;   

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 

3 orang anak; 
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- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih 

sejak sepengetahuan saya sejak awal tahun 2020 sudah tidak rukun lagi 

sering terjadi pertengkaran;   

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi 

mengetahui dari pengaduan Penggugat dan Tergugat; 

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan 

rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah 

ekonomi yang belum mapan; 

-  Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah 

rumah sejak Oktober 2020 sampai dengan sekarang dan sudah tidak 

bersatu lagi;  

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan 

Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;  

2. Saksi 2 , umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah 

tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpah, 

memberikan keterangan sebagai berikut : 

 Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki 

hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat;  

 Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri 

yang sah yang menikah pada tanggal 13 September 2001 di KUA 

Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;  

 Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah 

dikaruniai 3 orang anak; 

 Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah 

tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 

sepengetahuan saya sejak bulan April tahun 2020 yang mengakibatkan 

antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Oktober 2020 

sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan 

Tergugat tidak pernah bersatu lagi; 
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  Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran 

Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi yang 

belum mapan;  

 Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung sebanyak satu 

kali, dan juga mengetahui masalah rumah tangga Penggugat danTergugat 

dari cerita Penggugat;  

 Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan 

Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;  

Bahwa untuk Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun untuk 

menguatkan dalil-dalil bantahannya; 

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan, 

yang intinya Penggugat tetap ingin bercerai dengan dengan Tergugat, 

sedangkan Tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim, dan masing-masing 

mohon putusan ; 

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala 

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai 

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini; 

 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana telah diuraikan di atas; 

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan 

upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun 

tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan 

(4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 

Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 R.Bg jis 

Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; 

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka 

pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai 

ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang 
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Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ; 

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai 

Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan 

pertangkaran disebabkan masalah Tergugat suka berjudi dan Tergugat tidak 

menghargai Penggugat sebagai seorang istri, akibatnya sejak Oktober 2020 

telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak 

ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-

istri; 

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam 

jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang 

lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya; 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat 

telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;  

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik, bermeterai cukup, 

telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut 

telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman 

Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, 

sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik 

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat; 

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik, bermeterai cukup, 

telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut 

telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat 

telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 September 2001, relevan 

dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi 

syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan 

pembuktian yang sempurna dan mengikat; 

 Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat 

dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 September 

2001 di KUA Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, hal tersebut sesuai 

ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat 
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sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai persona standi in judicio 

memiliki legal standing sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak 

yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ; 

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang 

dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan 

sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal 

sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg; 

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai 

hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga 

Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar 

langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh 

karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil 

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi 

tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti; 

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan 

cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi 

tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;  

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti meskipun telah 

diberi kesempatan dan menyatakan dalam kesimpulannya tidak keberatan 

bercerai; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan 

di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut: 

1. Bahwa sejak awal tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi 

perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ekonomi yang tidak 

mencukupi; 

2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan 

Tergugat sudah pisah pisah rumah sejak Oktober 2020 yang lalu hingga 

sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak 

melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya 

suami isteri; 
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3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga 

Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan 

Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan 

Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat 

bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas 

dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus 

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan 

hidup rukun lagi dalam rumah tangga;  

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah 

demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya 

sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu 

berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami 

istri, sebab perbuatan Tergugat yang sering mengancam Penggugat dengan 

benda tajam, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah 

perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan 

memunculkan kemadlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan 

keluarga kedua belah pihak; 

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan 

kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan 

pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi 

belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin 

mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim 

berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar 

sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan 

pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan 

dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang 

demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana 

yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974; 

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum 
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Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil 

alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut; 

 

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku 

selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga 

hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri 

antara mereka berdua”; 

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, sesuai dengan 

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 

1997 mengabstraksikan kaidah hukum Bahwa “suami istri yang tidak berdiam 

serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga 

tersebut telah terbukti retak dan pecah” ; 

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 

Tanggal 19 Januari 1999 Nomor 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum 

: “Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami sitri telah terbukti 

dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan di dukung oleh fakta tidak 

berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa 

sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 

Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat 

haruslah di kabulkan”; 

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu 

alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 

atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan 

Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat 

terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta 
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memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu 

patut dikabulkan;  

Menimbang bahwa talak satu ba’in sughra merupakan talak yang 

dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum 

dari talak satu ba’in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup 

bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru; 

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, 

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 

Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat; 

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan 

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;  

 

M E N G A D I L I 

 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;   

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap 

Penggugat (Penggugat);   

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara  sejumlah 

Rp. 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);   

 

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang 

dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 Masehi, bertepatan 

dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Muhammad Yuzar, 

S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rusdi Rizki Lubis, S.Sy. dan Endah Tiara 

Furi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan 

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut 

dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Yeni 

Puspitawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan 

Tergugat; 
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Hakim Anggota 

 

ttd 

Rusdi Rizki Lubis, S.Sy. 

Ketua Majelis 

 

ttd 

Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H. 

Hakim Anggota 

 

ttd 

Endah Tiara Furi, S.H.I. 

 

 Panitera Pengganti 

 

ttd 

Yeni Puspitawati, S.H. 

 

Perincian Biaya: 

1. Pendaftaran : Rp.  30.000,00 

2. Proses  : Rp.  75.000,00 

3. Panggilan  : Rp. 120.000,00 

4. PNBP Panggilan : Rp.  20.000,00 

5. Redaksi  : Rp.  10.000,00 

6. Meterai  : Rp.   6.000,00 

Jumlah  Rp. 261.000,00  

 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah); 
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